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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 03/M-DAG/PER/1/2013
TENTANG

KETENTUAN PENERBITAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN PADA
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010
tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada
Dewan Kawasan Sabang, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Penerbitan
Perizinan di Bidang Perdagangan Pada Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;

: 1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblaad

Tahun 1938 Nomor 86);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan
Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan  Kabinet Indonesia Bersatu I
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91
Tahun 2011;

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92
Tahun 2011;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 199/MPP/Kep/6/2001 tentang Persetujuan
Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi
dan/atau Seminar Dagang;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-
DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan
Perdagangan Asing sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-
DAG/PER/6/2010;
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19.

20.

21.
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Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-
DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau
Distributor Barang dan/atau Jasa,;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-
DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan Tata Cara
Surat Izin Usaha Jasa Survey;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-
DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan
Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan
Langsung sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-
DAG/PER/9/2009;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-
DAG/PER/7/2009 tentang Tarif Penerbitan Surat
Keterangan Asal (Certificate Of Origin) untuk Barang
Ekspor Indonesia;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-
DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran,
Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman
Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 11/M-DAG/PER/3/2012;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-
DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan
Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-
DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-
DAG/PER/8/2012;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-
DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Penerbitan
Surat Keterangan Asal (SKA) untuk Barang Ekspor
Indonesia;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-
DAG/PER/12/2010 tentang Instansi Penerbit Surat
Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang
Ekspor Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-
DAG/PER/4/2012;
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22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-
DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka
Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-
DAG/PER/9/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG

KETENTUAN PENERBITAN PERIZINAN DI BIDANG
PERDAGANGAN PADA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, yang
selanjutnya disebut Kawasan Sabang, adalah Kawasan yang meliputi
Kota Sabang (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako,
dan Pulau Rondo), dan sebagian Kabupaten Aceh Besar (Pulau Breuh,
Pulau Nasi, dan Pulau Teunom) serta pulau-pulau kecil di sekitarnya
yang terletak dalam batas-batas koordinat sebagaimana terlampir
dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Sabang Menjadi Undang-Undang.

Perizinan di bidang perdagangan yang selanjutnya disebut Perizinan
adalah pemberian legalitas kepada pemohon dalam bentuk izin,
pendaftaran, persetujuan atau surat keterangan di bidang
perdagangan di Kawasan Sabang.

Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing adalah
surat izin untuk melaksanakan kegiatan usaha Perwakilan
Perusahaan Perdagangan Asing.

Surat Tanda Pendaftaran adalah tanda bukti bahwa perusahaan yang
bersangkutan telah terdaftar sebagai Agen, Agen Tunggal, Sub Agen,
Distributor, Distributor Tunggal atau Sub Distributor barang
dan/atau jasa.

Surat Izin Usaha Penjualan Langsung adalah surat izin untuk dapat
melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan
langsung.

Surat Izin Usaha Jasa Survey adalah surat izin untuk melaksanakan
kegiatan usaha jasa survey.

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol adalah surat izin
untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus
minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.
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